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PUTUSAN
Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Gtlo
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Mei 1974, agama Islam, ,
sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tabilaa, 01 September 1971, agama Islam,

pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11

Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada

hari itu juga dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2022/PA.Gtlo,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 517/PW.0l/I/I/95, tanggal 17
Januari 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di
rumah Penggugat sendiri sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
didikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama;

- Cindra Mamonto binti Samin Mamonto, tempat tanggal lahir Gorontalo,
04 Oktober 1995, umur 26 tahun (sudah menikah);
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- Kristian Mamonto bin Samin Mamonto, tempat tanggal lahir Gorontalo,

18 Mei 1998, umur 24 tahun (sudah menikah);

- Abd Wahid Mamonto bin Samin Mamonto, tempat tanggal lahir
Gorontalo, 15 Juni 2003, umur 18 tahun;

- Al Rizki Mamonto bin Samin Mamonto, tempat tanggal lahir Gorontalo,
21 Januari 2014, umur 8 tahun;
Anak ketiga dan anak keempat berada dalam asuhan dan pemeliharaan
Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat sedang marah;

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Dewi terbukti
dari pengakuan Tergugat sendiri;

- Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga apabila Tergugat
sedang marah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulangkali terjadi
dan puncaknya pada bulan Januari 2022, dimana Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang.
Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
hubungan lahir batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Samin Mamonto bin Abd
Wahab Mamonto) terhadap Penggugat (Santi Mawikere alias Santy
Mawikere binti Markus Mawikere);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
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Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mubh.
Hamka Musa, MH) tanggal , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban secara tertulis yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah oleh
Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar setelah menikah tinggal di rumah Penggugat, akan
tetapi tinggal dirumah yang dibangun bersama;

- Bahwa tidak benar Tergugat perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering memukul Penggugat
sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat;

- Bahwa tentang perselingkuhan yang dituduhkan oleh Penggugat dengan
wanita bernama Dewi adalah peristiwa yang terjadi 10 tahun yang lalu, dan
masalah tersebut telah selesai 10 tahun yang lalu, sehingga sejak saat itu
antara Penggugat dengan hidup rukun dan tinggal bersama dalam satu
rumah ;

- Bahwa tidak benar Tergugat sering merusak perabot rumah tangga;

- Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahi
selama 5 bulan, sebab pada bulan April 2022 bertepatan dengan bulan
Ramadhan, Tergugat selaku kepala rumah tangga, tetap memberikan
nafkah dan kebutuhan Penggugat dan keperluan anak-anak, meskipun
sudah tinggal serumah lagi;
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- Bahwa Tergugat sengaja pergi dari rumah semata-mata untuk menghindari
pertengkaran dalam rumah tangga;
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :
A. Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota
Selatan, Kota Gorontalo, Nomor 517/PW.0l/I/I/95 Tanggal 17 Januari 1995.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B. Saksi
Saksi 1 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur,
Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak dimana anak ketiga dan keempat
dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah sendiri sampai pisah;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

sejak tahun 2004;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat
sedang marah bahkan Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga
apabila Tergugat sedang marah;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang
persitiwva perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat berselingkuh
dengan perempuan lain yang bernama Dewi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2022 sampai sekarang sudahberjalan 6 bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya pernah merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun
lagi;

Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota

Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak dimana anak ketiga dan keempat
dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus;
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak tahun 2004;

- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, karena saksi sebagai Ketua RT, pernah didatangi Penggugat
sekitar jam 10 malam, melaporkan bahwa Tergugat mengancam
Penggugat dengan benda tajam, dank arena laporan tersebut saksi
mendatangi rumah Penggugat;

- Bahwa yang saksi dengar dari laporan Penggugat bahwa penyebab
perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat
sering memukul Penggugat apabila Tergugat sedang marah bahkan
Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga apabila Tergugat
sedang marabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang sudahberjalan 6 bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak
pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya pernah merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun
lagi;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat
menyatakan tidak akan bukti-buktri berkaitan dengan bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan
tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian pula Tergugat
menyatakan menyerahkan kepada Majleis Hakim untuk memutuskan perkara
ini secara adil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam
proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah
dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor
246/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 7 Juni 2022, ternyata mediasi tidak berhasil
mencapai kesepakatan perdamaian sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut
sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat sedang marah, Tergugat
berselingkuh dengan perempuan yang bernama Dewi terbukti dari pengakuan
Tergugat sendiri dan Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga apabila
Tergugat sedang marah. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah
berulangkali terjadi dan puncaknya pada bulan Januari 2022, dimana Tergugat
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pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang
dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tetapi
membantah penyebabnhya sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat selama kurang 5 bulan karena Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa adapun pengakuan Tergugat mengenai adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga merupakan
pengakuan berkualifikasi (gekwalificeerde bekentenis), sehingga tunduk pada
azas pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada
pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat
atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus
dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan
dalil bantahan. Oleh karena itu, Penggugat tetap dibebankan pembuktian
terhadap dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dibebankan pula untuk
membuktikan dalil bantahan (kualifikasi) yang berhubungan erat dalam
pengakuannya, khususnya tentang penyebab pertengkaran dan perselishan
yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dan
jawab-menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan
berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini
adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan
harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah
bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-
dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah
diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan
kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara, dan
kesempatan kedua diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
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fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 15 Januari 1995, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka
bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai
ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Warda Rasyid binti Mustapa Rasyid dan Yusran Amay bin Siduri Amay,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara,;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi
keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh
para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu
sama lain dan relevan dengan dalil-dalii yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,
maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua
Penggugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan prilaku Tergugat yang marah
dan mengancam Penggugat dengan benda tajam dan merusak perabot rumah
tangga bila marah yang pada akhirnya mereka berpisah sekitar 5 bulan, karena
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti berkaitan dengan
bantahannya, meskipun Ketua Majelis telah member kesempatan yang cukup

untuk itu;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan
mengajukan bukti-bukti, maka bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan
lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam

perkawinan yang sabh;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 4 orang anak yang saat ini anak ketiga dan keempat dalam

asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak rukun dan

harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat
sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa

pengancaman dengan benada tajam;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah

sekitar 5 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan

lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis gugatan Penggugat merujuk pada
ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada
intinya adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang
melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta salah satu pihak
melakukan penganiayaan yang membahayakan pihak lain, sehingga tidak ada
harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut
mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang
berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terminologi yuridis
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item
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peristwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa
tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-
peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara
komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiva hukum
selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya
menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat
pecahnya perkawinan (broken marriage). Artinya bahwa perselisihan tidak
difahami terbatas pada peristiwva hukum yang terakhir kali terjadi yang
menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
dalam persidangan, secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat
dengan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani
kehidupan rumah tangganya, dimana Penggugat berharap Tergugat dapat
menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan diperlalukukan dengan baik,
namun sebaliknya Tergugat tidak menunjukan sikap yang membuat Penggugat
merasa nyaman berada disisinya. Perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya
menyatu dan menyebabkan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan
Tergugat, dengan demikian telah nyata bahwa Penggugat sudah tidak satu visi,
berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga
bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
perselisihan dalam rumah tangga secara terminologis tidak dapat dipahami
secara kaku dalam bentuk fisik atau pertengkaran fisik seperti percekcokan,
pertikaian atau saling bantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan
tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (unphisichal form) atau kekejaman
mental, seperti perbedaan sikap atau keinginan antara kedua belah pihak yang
mengakibatkan hubungan diantara keduanya tidak harmonis, tidak adanya
saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama
lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam/mendiamkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat sebagai ekses dari akumulasi perselisihan yang
terjadi selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, dengan
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demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan dalam
terminologi yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Oleh karena itu secara yuridis pula dapat dinyatakan telah terbukti
rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat sering mengancam
Penggugat dengan benda tajam adalah sebagai tindakan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) dan merupakan persoalan yang serius, hal tersebut
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukuml slam serta telah
bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab
perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dapat berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis, karena telah
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga
saat ini Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dengan demikian
Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan
berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak
tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya
untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa
mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada
setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan
bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah
bulat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah,
mawadah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik
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Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat
diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keengganan penggugat untuk mempertahankan
rumah tangganya dengan tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi
penggugat kepada tergugat, dan karena itu majelis hakim memandang perlu
mengutip referensi figh dalam kitab Ghoyatul Maram dan mengambil alih
menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

aills Giolill ae 51l lezs3) azgill aty eas Sl ols
Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan

talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan
gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan Talak Satu bain sughraa dari
Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
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2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Samin Mamonto bin Abd
Wahab Mamonto) terhadap Penggugat (Santi Mawikere alias Santy
Mawikere binti Markus Mawikere);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 330,000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 28 Dzul Qaidah 1443 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad,
MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria,
S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Djufri Bobihu, S.Ag, SH Drs. Syafrudin Mohamad, MH
ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH
Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 60.000,00
- Panggilan 'Rp 200.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
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- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah :Rp 330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
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